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Abstrak         : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum 

Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi 

jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; Bahwa 

dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara 

dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, 

bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas 

dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; Bahwa untuk mengelola 

dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan 

cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu 

membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum nasional yang terpadu. 

 

                     :    Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan 

Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar 

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Peraturan Bawaslu Nomor 

7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Badan Pengawas Pemilihan Umum. 

 

                     : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai 

tugas sebagai berikut; a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di 

iingkungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; b. Pembangunan 

sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

yang terintegrasikan dengan website pusat JDIH Bawaslu; c. Pembinaan 

dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, 

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; e. 

Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan f. Penyampaian laporan 

setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu melalui 

JDIH Provinsi Gorontalo. 

 

Catatan         : Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten 

Gorontalo Utara di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada 

tanggal 4 Juli 2022. 

 

 


